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Pelanggaran hukum yang termasuk di dalamnya pelanggaran etik secara nyata
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan etis peraturan bagi
anggota partai politik, tetapi pelanggaran tersebut justru menunjukkan adanya
peningkatan oleh pejabat publik yang berasal dari partai politik, sehingga menarik
untuk melakukan penelitian bagaimana menentukan model kode etik bagi anggota
partai politik yang terlibat sekaligus sebagai pejabat publik. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan
perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan kode etik dan
disiplin partai dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan. Upaya
pencegahan dilakukan melalui pembinaan terhadap anggota biasa, anggota, dan
kader partai secara berkesinambungan oleh bidang kehormatan partai di tiap
tingkatan dewan pimpinan partai. Sementara upaya penindakan dilakukan oleh
komite etik dan disiplin partai yang dibentuk oleh DPP yang bertugas memeriksa
dan membuktikan setiap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang
dilakukan oleh anggota partai. Komite etik dan disiplin partai berwenang untuk
memeriksa dan memberikan rekomendasi bersalah tidaknya anggota partai dalam
pelanggaran kode etik dan/atau disiplin partai atas dasar adanya laporan, aduan,
atau informasi.
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THE CODE OF ETHICS AND DISCIPLINE MANAGEMENT POLITICAL
PARTIES MEMBER

(Study on Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Demokrat, Partai
Keadilan Sejahtera and Partai Solidaritas Indonesia)
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Violation of the law which includes ethical violations is actually an act that is
contrary to the ethical rules of regulations for members of political parties, but
these violations actually indicate an increase by public officials from political
parties, so it is interesting to conduct research on how to determine the model of
the code of ethics for members of the political party. members of political parties
who are involved as well as public officials. The type of research used in this
research is normative-empirical with a statutory approach. The data obtained
were then analyzed qualitatively.The results of the research and discussion show
that the enforcement of the code of ethics and party discipline is carried out
through prevention and prosecution efforts. Prevention efforts are carried out
through continuous guidance for ordinary members, members, and party cadres
by the party honors division at each level of the party leadership council.
Meanwhile, efforts to take action are carried out by the party ethics and discipline
committee formed by the DPP which is tasked with examining and proving any
alleged violations of the party's code of ethics and discipline by party members.
The party ethics and discipline committee is authorized to examine and provide
recommendations on whether party members are guilty of violating the code of
ethics and/or party discipline on the basis of reports, complaints, or information.
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